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Lampiran . Satu dokumen

Hal : Peniadaan Penerimaan Mahasiswa Baru

Pada PSDKU Universitas Diponegoro

Yth.
1. Bupati Kabupaten Rembang
2. Bupati Kabupaten Pekalongan
3. Bupati Kabupaten Batang

di tempat

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 47/D.D3/HK/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program
Studi Di Luar Kampus Utama Pada Pendidikan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi,
bersama ini kami sampaikan bahwa salah satu persyaratan pembukaan Program Studi Di Luar
Kampus Utama (PSDKU) adalah Perguruan Tinggi penyelenggara telah memiliki program
studi yang sama di Kampus Utama.

Sehubungan dengan hal tersebut, Universitas Diponegoro tidak dapat membuka pendaftaran
Penerimaan Mahasiswa Baru bagi PSDKU pada Tahun 2023 ini, karena sebagian besar
Program Studi Diploma Tiga (D3) di Kampus Utama telah ditutup dan sebagian program studi
D3 lainnya dalam proses penutupan, sedangkan program studi pengganti masih dalam proses

pendirian.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Pigt. Faisal: SE., M.Si,, Ph.D. |
IP. 1971090420011210010"
Tembusan:
e Ketua Lembaga Pengelola PSDKU



SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 47/D.D3/HK/2020
TENTANG

PERSYARATAN DAN PROSEDUR
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA
PADA PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN VOKASI

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat ()
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun
2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan
Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin
Perguruan Tinggi Swasta, perlu menetapkan Keputusan
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerin Pendidikan
dan Kebudayaan tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan
Program Studi di Luar Kampus Utama pada Perguruan Tinggi
Penyelenggara Pendidikan Vokasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);



3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

4. Keputusan Presiden Nomor 84/TPA Tahun 2020 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;

S. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45
Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45
Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 124);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46
Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1728) sebagaimana
telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian
Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 269);



Menetapkan

KESATU

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3
Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5
Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan
Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 49);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7
Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran
Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan,
Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM
STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA PADA PERGURUAN TINGGI
PENYELENGGARA PENDIDIKAN VOKASI.

Menetapkan Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program
Studi di Luar Kampus Utama pada Perguruan Tinggi
Penyelenggara Pendidikan Vokasi, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan Direktur Jenderal ini.



KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

TTD.

WIKAN SAKARINTO

Salman sesuai dengan aslinya,




SALINAN

L

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 47/D.D3/HK/2020

TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA PADA
PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN
VOKASI.

PERSYARATAN DAN PROSEDUR
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA

PADA PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN VOKASI.
Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan perizinan
pembukaan Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) pada
perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi (selanjutnya disebut
PSDKU Vokasi) di lingkungan Kemdikbud, maka dilakukan pembaruan

sistem pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain:

1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi;

2. Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan,
Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan,
dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Menurut Pasal 32 ayat (2) huruf a Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020
perguruan tinggi yang akan membuka PSDKU telah menyelenggarakan
Program Studi yang sama di Kampus Utama perguruan tinggi tersebut
dengan peringkat terakreditasi Unggul.

Adapun menurut UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU
Dikti), bentuk perguruan tinggi, jenis pendidikan, dan program
pendidikan terstruktur sebagai berikut:



Program Pendidikan

" Bentuk PT

[:} Jenis Pendidikan Akademik = $arjana = Diploma Pr = Profesi
E:] senis Pendidikan Vokasi M= Magister MT= Magister Terapan Sp = Spsesialis
] senis pendidikan Profesi bi= Doktor DT = Doktor Terapan

Berdasarkan struktur pendidikan tinggi di atas, dapat dikemukakan
bahwa universitas, institut, dan sekolah tinggi sebagai perguruan tinggi
penyelenggara pendidikan akademik selain dapat membuka PSDKU
Akademik, juga dapat membuka PSDKU Vokasi. Sedangkan politeknik,
akademi, dan akademi komunitas sebagai perguruan tinggi
penyelenggara pendidikan vokasi hanya dapat membuka PSDKU

Vokasi.

B. Pembukaan Program Studi Vokasi Di Luar Kampus Utama pada
Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi atau Perguruan

Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik

Berdasarkan struktur pendidikan tinggi di atas, persyaratan dan
prosedur pembukaan PSDKU Vokasi di dalam surat keputusan ini tidak
saja berlaku bagi pembukaan PSDKU Vokasi oleh perguruan tinggi
penyelenggara pendidikan vokasi, melainkan juga berlaku bagi
perguruan  tinggi penyelenggara pendidikan akademik yang
mengusulkan pembukaan PSDKU Vokasi.
Pengusulan, evaluasi, sampai dengan penerbitan izin pembukaan
PSDKU Vokasi:
1. pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi (politeknik,
akademi, dan akademi kominitas); dan
2. pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik
(universitas, institut, dan sekolah tinggi);

diproses melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi).



Di dalam surat keputusan ini diuraikan pembukaan PSDKU Vokasi
perguruan tinggi yang telah berdiri, baik perguruan tinggi
penyelenggara pendidikan vokasi maupun perguruan tinggi
penyelenggara pendidikan akademik.

Pembukaan PSDKU Vokasi pada perguruan tinggi penyelenggara
pendidikan vokasi atau perguruan tinggi penyelenggara pendidikan
akademik yang telah berdiri, diusulkan oleh pemimpin perguruan tinggi
tersebut  (Rektor/Ketua/Direktur) kepada Mendikbud, dengan
mengajukan usul pembukaan PSDKU Vokasi yang memuat pemenuhan
persyaratan minimum akreditasi yang diuraikan di dalam Bagian II
lampiran surat keputusan ini.

Kelengkapan dan kebenaran persyaratan tersebut akan menentukan
pemenuhan persyaratan minimum akreditasi dari PSDKU Vokasi yang
akan dibuka. Evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan
minimum akreditasi pembukaan PSDKU Vokasi dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi (LLDIKTI).

Prosedur pembukaan PSDKU Vokasi pada perguruan tinggi
penyelenggara pendidikan vokasi atau perguruan tinggi penyelenggara
pendidikan akademik yang telah berdiri, dilakukan secara daring
melalui silemkerma.kemdikbud.go.id.

I[I. Pembukaan Program Studi Vokasi Di Luar Kampus Utama Pada Perguruan
Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi atau Penyelenggara Pendidikan
Akademik

A. Pengertian Pembukaan Program Studi Vokasi Di Luar Kampus Utama
Pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi atau
Penyelenggara Pendidikan Akademik

1. Pengertian Program Studi Vokasi

Menurut Pasal 1 angka 17 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang
Pendidikan Tinggi (UU Dikti), program studi adalah kesatuan
kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum
dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan

akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.



Sedangkan menurut Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UU Dikti:

(1) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program
diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan
keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.

(2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikembangkan oleh Pemerintah sampai program magister

terapan atau program doktor terapan.

Dengan demikian, program studi vokasi adalah kesatuan kegiatan
pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode
pembelajaran tertentu yang diselenggarakan melalui program
diploma, program magister terapan, atau program doktor terapan
yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian

terapan tertentu.

. Pengertian Pembukaan Program Studi Vokasi Di Luar Kampus

Utama

PSDKU Vokasi adalah program studi vokasi yang diselenggarakan
oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi atau
penyelenggara pendidikan akademik, di kabupaten/kota/kota
administratif yang tidak berbatasan langsung dengan Kampus
Utama perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi atau
penyelenggara pendidikan akademik tersebut, setelah memperoleh
izin dari Mendikbud. Sedangkan yang disebut Kampus Utama
Perguruan Tinggi adalah domisili perguruan tinggi penyelenggara
pendidikan vokasi atau penyelenggara pendidikan akademik di
kabupaten/kota/kota administratif sebagaimana dicantumkan
dalam keputusan Menteri tentang pendirian perguruan tinggi
tersebut.

Khusus untuk Perguruan Tinggi di DKI Jakarta, dalam hal
Keputusan Menteri yang memuat izin pendirian Perguruan Tinggi
menyebut DKI Jakarta sebagai lokasi Kampus Utama, maka
penyelenggaraan PSDKU Vokasi yang sama dengan program studi
di Kampus Utama, di seluruh wilayah DKI Jakarta bukan
merupakan pembukaan PSDKU Vokasi, melainkan perluasan

Kampus Utama yang wajib dilaporkan kepada LL DIKTI setempat.



Pembukaan PSDKU Vokasi merupakan penambahan jumlah
program studi dalam bidang/ disiplin ilmu dan teknologi yang sama
dengan Program Studi vokasi yang telah ada di Kampus Utama
perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi atau
penyelenggara pendidikan akademik. Pembukaan PSDKU Vokasi
dilakukan untuk memenuhi minat calon mahasiswa pada PSDKU
Vokasi tersebut yang belum dapat dipenuhi oleh perguruan tinggi
setempat.

Pembukaan PSDKU Vokasi tidak dapat digunakan untuk memenuhi
jumlah dan jenis Program Studi Vokasi sebagai syarat yang harus
dipenuhi untuk suatu bentuk perguruan tinggi tertentu.

B. Persyaratan dan Dokumen Pembukaan Program Studi Vokasi Di Luar

Kampus Utama Pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan
Vokasi atau Penyelenggara Pendidikan Akademik
Menurut Pasal 32 ayat (1) Permendikbud No. 7 Tahun 2020, izin
pembukaan PSDKU Vokasi pada Perguruan Tinggi Penyelenggara
Pendidikan Vokasi atau Penyelenggara Pendidikan Akademik
diterbitkan setelah memenuhi syarat minimum akreditasi PSDKU
Vokasi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Pembukaan PSDKU Vokasi pada Perguruan Tinggi Penyelenggara
Pendidikan Vokasi atau Penyelenggara Pendidikan Akademik yang telah
memenuhi syarat minimum akreditasi, mendapatkan akreditasi dengan
peringkat Baik pada saat memperoleh izin penyelenggaraan dari
Mendikbud. Penetapan akreditasi dengan peringkat Baik diberikan oleh
Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau BAN PT.



Persyaratan dan dokumen pembukaan PSDKU Vokasi pada Perguruan
Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi atau Penyelenggara Pendidikan
Akademik sebagai berikut:

Persyaratan
Pembukaan Program
Studi Di Luar

1. | Pemimpin PTN/PTS|e Scan asli  surat permohc.nvla‘n’

mengajukan surat pemimpin perguruan tinggi tentang
permohonan pembukaan PSDKU Vokasi pada:
pembukaan PSDKU e program diploma tiga;

Vokasi pada: e program sarjana terapan;

* program diploma tiga; o program magister terapan, atau
* program sarjana s program doktor terapan
terapan; ) kepada Mendikbud.

¢ program magister

terapan, atau

* program doktor

terapan

kepada Mendikbud.

2. | Telah memiliki akta|e Scan asli akta notaris pendirian
notaris tentang Badan Penyelenggara beserta semua
pendirian Badan perubahan, jika pernah dilakukan
Penyelenggara beserta perubahan;
perubahannya (ika|le Scan asli Surat Keputusan
pernah dilakukan Menkumham tentang pengesahan
perubahan), Surat Badan Penyelenggara sebagai badan
Keputusan hukum;

Kementerian =~ Hukum|e Scan asli Surat Keputusan
dan HAM, dan surat Mendiknas/Mendikbud/Menristek

keputusan 1zin dikti tentang izin pendirian PTS;
pendirian PTS (khusus
PTS);

3. | Memiliki  persetujuan |e Scan asli surat persetujuan dari
tertulis dari Badan Badan Penyelenggara tentang

Penyelenggara tentang pembukaan PSDKU Vokasi yang
pembukaan PSDKU diusulkan;

Vokasi yang
diusulkan;(khusus PTS)

4. | Memiliki pertimbangan (e Scan asli surat pertimbangan Senat

tertulis Senat Perguruan Tinggi tentang
perguruan tinggi pembukaan PSDKU Vokasi yang
tentang pembukaan diusulkan.

PSDKU Vokasi yang
diusulkan;




No.

Persyaratan
Pembukaan Program
Studi Di Luar Kampus
Utama Pada Perguruan
Tinggi Penyelenggara

. .Pendidikan Vokasi . |

Dokumen

Memperoleh
rekomendasi dari
Bupati/ Walikota di
wilayah PSDKU Vokasi
akan dibuka tentang
potensi dan minat calon
mahasiswa pada
PSDKU Vokasi yang
akan dibuka;

®

Scan asli surat rekomendasi Bupati/

Walikota di wilayah PSDKU Vokasi
akan dibuka tentang potensi dan
minat calon mahasiswa pada PSDKU
Vokasi yang akan dibuka;

Memperoleh
rekomendasi dari LL
DIKTI (masa berlaku
rekomendasi paling
lama 1 (satu) tahun
sejak rekomendasi
diterbitkan) tentang:

1) Rekam jejak
termasuk legalitas
Badan
Penyelenggara
pengusul PSDKU
Vokasi; (PTS)

2) Rekam jejak
PTN/PTS pengusul
PSDKU Vokasi;

3) Tingkat kejenuhan
program studi
vokasi sejenis di
wilayah PSDKU
Vokasi yang akan
dibuka; dan

4) Tingkat
keberlanjutan
PSDKU Vokasi yang
akan dibuka;

Dalam hal PSDKU yang
akan dibuka berbeda
LLDIKTI dengan
kampus utama, maka
rekomendasi angka 1)

dan angka 2)
dimohonkan dari
LLDIKTI di wilayah
kampus utama
perguruan tinggi.

Sedangkan

Scan asli
DIKTI;

surat rekomendasi LL




No. |

, Persyaratan

Utama Pada Perguruan :
Tinggi Penyelenggara
Pendidikan Vokasi
rekomendasi angka 3)
dan angka 4)
dimohonkan dari
LLDIKTI di wilayah
PSDKU yang akan
dibuka.

7. | Perguruan tinggi | ¢ Scan asli Surat Keputusan
Penyelenggara Mendiknas/
Pendidik-an Vokasi Mendikbud/Menristekdikti tentang
atau Penyelenggara izin pembukaan program studi
Pendidikan Akademik vokasi yang sama di Kampus Utama
yang akan membuka perguruan tinggi tersebut;
PSDKU Vokasi, telah
menyelenggarakan o Scan asli sertifikat akreditasi
Program Studi yang program studi vokasi yang sama di
sama di Kampus Utama Kampus Utama perguruan tinggi
perguruan tinggi tersebut dengan peringkat
tersebut dengan terakreditasi paling rendah Baik
peringkat terakreditasi Sekali;
paling rendah Baik
Sekali;

8. | Perguruan Tinggi|e Scan asli Perjanjian Kerjasama

penyelenggara PSDKU
Vokasi harus bekerja
sama dengan dunia
usaha dan/atau dunia
industri, dengan ruang
lingkup antara lain:

1) pemanfaatan tenaga

ahli yang dimiliki
dunia usaha
dan/atau dunia
industri;

2) penggunaan
fasilitas dan
laboratorium yang
dimiliki dunia usaha
dan/atau dunia
industri; dan/atau

3) pemanfaatan dunia
usaha dan/atau
dunia industri
sebagai tempat

magang mahasiswa;

perguruan tinggi dengan dunia
usaha dan dunia industri;




Persyaratan -

Pembukaan Program ‘
Studi Di Luar Kampus
A Utama Pada Perguruan Hokmmdn :
Tinggi Penyelenggara ;
Pendidikan Vokasi o

9. | Perguruan tinggi Scan asli Perjanjian Kerjasama
Penyelenggara antara Perguruan tinggi
Pendidik-an Vokasi Penyelenggara Pendidikan Vokasi
atau Penyelenggara atau Penyelenggara Pendidikan
Pendidikan Akademik Akademik yang akan membuka
yang akan membuka PSDKU Vokasi lintas provinsi,
PSDKU Vokasi lintas dengan perguruan tinggi yang
provinsi, bekerja sama berstatus terakreditasi di daerah
dalam bidang akademik provinsi letak PSDKU Vokasi yang
dan/atau bidang non akan dibuka
akademik dengan
perguruan tinggi yang
berstatus terakreditasi
di daerah provinsi letak
PSDKU Vokasi yang
akan dibuka;

10 Kurikulum PSDKU Scan asli Kurikulum PSDKU Vokasi;
Vokasi minimum sama Scan asli kurikulum Program Studi
dengan kurikulum yang sama di Kampus Utama yang
Program Studi yang disusun berdasarkan kompetensi

sama di Kampus Utama
yang disusun
berdasarkan
kompetensi lulusan
sesuai dengan Standar
Nasional Pendidikan
Tinggi dan ketentuan
peraturan perundang-
undangan,

lulusan sesuai dengan Standar
Nasional Pendidikan Tinggi dan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;

11)

Memiliki hak pakai atas
lahan di tempat
penyelenggaraan

PSDKU Vokasi, dengan

luas sesuai dengan
kebutuhan PSDKU
Vokasi yang akan
dibuka, ATAU
perjanjian kerja
sama/sewa menyewa
lahan dengan dunia
usaha/dunia industri

selama paling sedikit 10
(sepuluh) tahun dengan
hak opsi di hadapan
notaris (khusus PTN);

Scan asli sertifikat hak pakai atas
lahan tempat  penyelenggaraan
PSDKU Vokasi; ATAU

Scan asli perjanjian kerja sama/sewa
menyewa lahan dengan dunia
usaha/dunia industri selama paling
sedikit 10 (sepuluh) tahun;




No.

Persyaratan
Pembukaan Program
Studi Di Luar Kampus
Utama Pada Perguruan
Tinggi Penyelenggara

Pendidikan Vokasi .

Dokumen

12,

Badan
yang akan membuka
PSDKU Vokasi memiliki
lahan dengan status
hak milik, hak guna
bangunan, atau hak
pakai atas lahan di
tempat penyeleng-
garaan PSDKU Vokasi,
dengan luas sesuai
dengan kebutuhan
PSDKU Vokasi yang
akan dibuka, ATAU
perjanjian sewa
menyewa lahan dengan
dunia usaha/dunia
industri selama paling
sedikit 10 (sepuluh)
tahun dengan hak opsi
dihadapan notaris
(khusus PTS);

Penyélehggara

PSDKU Vokasi; ATAU

Scan asli perjanjian sewa menyewa
lahan dengan dunia usaha/dunia
industri di tempat penyelenggaraan
PSDKU Vokasi selama paling sedikit

10 (sepuluh);

Scan asli"‘sertiﬁkat hak milik, hak
guna bangunan, atau hak pakai atas
lahan di tempat penyelenggaraan

13,

Perguruan tinggi yang
akan membuka PSDKU
Vokasi
sarana dan prasarana di
tempat penyelenggaraan
PSDKU Vokasi, paling
sedikit:
1) ruang kuliah paling
sedikit 1 (satu) m2
(meter persegi) per

Mahasiswa;
2) ruang Dosen tetap
paling sedikit 4

(empat) m2 (meter

persegi) per orang;
3) ruang administrasi
dan kantor paling
sedikit 4 (empat) m2
(meter persegi) per
orang;
ruang
perpustakaan paling

4)

sedikit 200 (dua
ratus) m2 (meter
persegi), termasuk

menyediakan |

Daftar
di

Scan asli
Prasarana

penyelenggaraan PSDKU Vokasi;

Sarana dan
tempat




No.

Persyaratan
Pembukaan Program

Studi Di Luar Kampus |-
Utama Pada Perguruan |:

Tinggi Penyelenggara

fendidikan Vokasi . |

ruang baca yang
harus
dikembangkan
sesuai dengan
pertambahan
jumlah Mahasiswa;

5) buku paling sedikit
200 (dua ratus)
judul per PSDKU
Vokasi sesuai
dengan bidang ilmu
dan teknologi dari
PSDKU Vokasi
tersebut;

6) memiliki koleksi
atau akses paling
sedikit 1 (satu)
jurnal dengan
volume lengkap
untuk setiap PSDKU
Vokasi; dan

7) ruang laboratorium,
komputer, dan
sarana praktikum
dan/atau penelitian
sesuai dengan
kebutuhan  setiap
PSDKU Vokasi;

kecuali ditentukan lain

oleh peraturan
perundang- undangan;

14,

PSDKU Vokasi dikelola

oleh unit pengelola

PSDKU Vokasi, dengan

organisasi dan tata kerja

sebagai berikut:

1) pada PTN disusun
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan;

2) pada PTS disusun
dan ditetapkan oleh
Badan
Penyelenggara;

Scan asli rancangan organisasi dan
tata kelola unit pengelola PSDKU
Vokasi;




No.

. Persyaratan
Pembukaan Program
Studi Di Luar Kampus

Utama Pada Perguruan
Tinggi Penyelenggara
Pendidikan Vokasi

Dokumen

15,

Syarat Dosen untuk

PSDKU Vokasi:

1) Calon dosen untuk 1
(satu) PSDKU Vokasi

paling
berjumlah 5
orang,

sedikit
(lima)
yang terdiri

atas:

a)

b)

paling sedikit 3
(tiga) orang di
antaranya dapat
berasal dari dosen
tetap  PTN/PTS
pengusul PSDKU
Vokasi, yang akan
ditugaskan di
tempat
penyelenggaraan
PSDKU  Vokasi,
kecuali
ditentukan lain
oleh peraturan
perundang-
undangan;
paling banyak 2
(dua) orang di
antaranya dapat
merupakan dosen
paruh waktu yang
dapat berasal dari
PTN/PTS
pengusul PSDKU
Vokasi, atau dari

PTN/PTS lain,
yang akan
ditugaskan di
tempat
penyelenggaraan
PSDKU  Vokasi,
kecuali
ditentukan lain
oleh peraturan
perundang-

undangan;

PSDKU Vokasi di PTN

a) Untukyang 3 (tiga) orang berasal dari
Dosen Tetap PTN pengusul PSDKU
Vokasi:
¢ Scan asli Surat Keputusan sebagai

dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS)
pada PTN pengusul PSDKU
Vokasi;

e Scan asli Surat Penugasan dari
Pemimpin PTN pengusul PSDKU
Vokasi sebagai dosen tetap di
tempat penyelenggaraan PSDKU
Vokasi yang diusulkan;

e Scan asli KTP;

b) Untuk yang 2 (dua) orang di
antaranya merupakan dosen paruh
waktu:

e Scan Asli pernyataan kesediaan
calon dosen untuk bekerja paruh
waktu pada PSDKU Vokasi yang
diusulkan;

e Scan asli KTP;




Persyaratan ‘
Pembukaan Program
Studi Di Luar Kampus

Dokumen

Ho. Utama Pada Perguruan

Tinggi Penyelenggara
Pendidikan Vokasi

2) Warga Negara | PSDKU Vokasi di PTS
Indonesia dengan
identitas a) Untukyang 3 (tiga) orang berasal dari
sebagaimana Dosen Tetap PTS pengusul PSDKU
dibuktikan dengan Vokasi
Kartu Tanda * Scan asli Keputusan Badan
Penduduk (KTP); Penyelenggara tentang

3) Berusia paling tinggi Pengangkatan sebagai dosen
58 (lima  puluh tetap pada PTS pengusul PSDKU;
delapan) tahun bagi * Scan asli Surat Penugasan dari
dosen tetap pada Pemimpin PTS pengusul PSDKU
PTN/PTS pengusul Vokasi sebagai dosen tetap di

PSDKU, yang belum
memiliki NIDN pada

saat pengusulan
PSDKU Vokasi;
4) Bagi calon dosen

tetap pada PSDKU
Vokasi yang
diusulkan PTS, yang

belum memiliki
NIDN, harus
menandatangani

Perjanjian Kesediaan
Pengangkatan Dosen
Tetap dengan Badan
Penyeleng-gara;

tempat penyelenggaraan PSDKU
Vokasi yang diusulkan (bagi yang
telah berstatus sebagai Dosen
Tetap PTS Pengusul PSDKU
Vokasi);

* Scan asli Perjanjian Kesediaan
Pengangkatan sebagai Dosen
Tetap dengan Badan
Penyelenggara;

e Scan asli Surat Penugasan dari
Pemimpin PTS pengusul PSDKU
Vokasi sebagai dosen tetap di
tempat penyelenggaraan PSDKU
Vokasi yang diusulkan;

¢ Scan asli KTP;

b) Untuk yang 2 (dua) orang di
antaranya merupakan dosen paruh
waktu:

* Scan Asli pernyataan kesediaan
calon dosen paruh waktu untuk
bekerja paruh waktu pada
PSDKU Vokasi yang diusulkan;

¢ Scan asli KTP;




Persyaratan
Pembukaan Program
Studi Di Luar Kampus
Utama Pada Perguruan |
 Tinggi Penyelenggar
' Pendidikan Vokasi

5) Bagi dosen tetap yang | ¢ Scan Ash pernyataan pemimpin
telah memiliki NIDN PTN/PTS pengusul PSDKU bahwa

yang berasal dari rasio dosen mahasiswa prodi yang
program studi lain ditinggalkan tetap memenuhi
pada PTN/PTS ketentuan peraturan perundang-
pengusul PSDKU undangan;

Vokasi, maka

Pemimpin PTN/PTS

wajib

mempertahankan

nisbah Dosen dan
Mahasiswa pada
program studi yang
ditinggalkan. Nisbah

sebagaimana

dimaksud di atas

sebagai berikut:

a) 1 (satu) dosen
berbanding paling
banyak 45 (empat
puluh lima)
mahasiswa untuk
rumpun ilmu

agama, rumpun
ilmu humaniora,
rumpun ilmu
sosial, dan/atau
rumpun ilmu
terapan (bisnis,
pendidikan,
keluarga dan
konsumen,
olahraga,
jurnalistik, media
massa dan
komunikasi,
hukum,
perpustakaan
dan
permuseuman,
militer,
administrasi
publik, dan
pekerja  sosial);
dan




No.

" 'Pembukaan’
Studi Di Luar Kampus
Utama Pada Perguruan
Tinggi Penyelenggara

Pendidikan Vokasi

itan” -
Program

Dokumen

b) 1 (satu)‘ dosen

berbanding paling
banyak 30 (tiga

puluh)
mahasiswa untuk
rumpun ilmu
alam, rumpun
ilmu formal,
dan/atau
rumpun ilmu
terapan
(pertanian,
arsitektur dan
perencanaan,
teknik,
kehutanan dan
lingkungan,
kesehatan, dan
transportasi);

6) Bagi calon dosen
paruh waktu yang
berasal dari PTN/PTS
lain telah memiliki

NIDN, maka
Pemimpin PTN/PTS
pengusul PSDKU

Vokasi harus:
a) Memperoleh

Persetujuan
Pemim-pin
PTN/PTS Asal
bahwa dosen tetap
yang
bersangkutan
akan menjadi
calon dosen paruh
waktu pada
PTN/PTS
Pengusul PSDKU
Vokasi,

berdasarkan
Perjanjian  Kerja
Sama (MoA)

antara PTN/PTS
Pengusul PSDKU
Vokasi dengan
PTN/PTS Asal;

Scan asli Persetujuan Pemimpin
PTN/PTS Asal bahwa dosen tetap
yang bersangkutan akan menjadi
calon dosen paruh waktu pada
PTN/PTS Pengusul PSDKU Vokasi;

Scan asli Perjanjian Kerja Sama
(MoA) antara pemimpin PTN/PTS
pengusul PSDKU Vokasi dengan
pemimpin PTN/PTS asal tentang
pemanfaatan dosen tetap PTN/PTS
asal sebagai calon dosen paruh
waktu pada PTN/PTS Pengusul
PSDKU Vokasi;




No.

Persyaratan

Pembukaan Program- |
_Studi Di Luar Kampus | -

Utama Pada Perguruan
Tinggi Penyelenggara
Pendidikan Vokasi

‘Dokumen

b) Memperoleh
Penugasan
Pemimpin
PTN/PTS
Pengusul PSDKU
Vokasi sebagai
calon dosen paruh
waktu pada
PSDKU Vokasi
yang diusulkan;

7) Kualifikasi dosen
tetap dan dosen
paruh waktu:

a) Bagi PSDKU
Vokasi pada

Program Diploma
Tiga dan Program
Sarjana Terapan:
Berijazah paling
rendah magister,
magister terapan

atau
berkualifikasi
paling rendah
setara dengan
jenjang 8
(delapan) KKNI,
dalam bidang
ilmu pengetahuan
dan teknologi
yang relevan
dengan PSDKU
Vokasi yang
diusulkan;

b) Bagi PSDKU
Vokasi pada
Program Magister
Terapan:
Berijazah Doktor,
Doktor Terapan
atau
berkualifikasi
setara dengan
jenjang 9
(sembilan) KKNI,

Scan asli Penugasan Pemimpin
PTN/PTS Pengusul PSDKU Vokasi
sebagai calon dosen paruh waktu
pada PSDKU Vokasi yang diusulkan;

Scan asli ijazah dan transkrip asli
semua program pendidikan tinggi
yang pernah diperoleh, atau Surat
Keputusan Menteri yang menangani
pendidikan tinggi tentang Rekognisi
Pembelajaran Lampau (RPL) dari
calon dosen tetap dan calon dosen
paruh waktu pada PSDKU Vokasi
yang diusulkan




No.

Persyaratan
Pembukaan Program
Studi Di Luar Kampus |
Utama Pada Perguruan |
Tinggi Penyelenggara |
Pendidikan Vokasi |

dalam bidang
ilmu pengetahuan
dan teknologi
yang relevan
dengan PSDKU
Vokasi yang
diusulkan;

8) Bagi calon dosen
tetap pada PSDKU
Vokasi yang
diusulkan:

a) bukan dosen
tetap di PTN/PTS
lain;

b) bukan guru yang
telah memiliki
Nomor Urut
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
(NUPTK);

c) bukan aparatur
sipil negara non-
dosen;

d) bukan pegawai
tetap di satuan/
instansi kerja
lain.

16,

Tenaga  kependidikan
paling sedikit berjumlah
3 (tiga) orang untuk
melayani 1(satu) PSDKU
Vokasi yang diusulkan,
dengan kualifikasi:

1) paling rendah
berijazah  Diploma
Tiga;

2) berusia paling tinggi
58 (lima puluh
delapan) tahun;

3) bersedia bekerja
penuh waktu
selama 37,5 (tiga
puluh koma lima)
jam per minggu;




C. Prosedur

1.

Prosedur Umum Pembukaan Program Studi Vokasi Di Luar Domisili
Pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi atau
Penyelenggara Pendidikan Akademik.

Tahap Kesatu

Pemimpin PTN/PTS memohon:

a. Persetujuan pembukaan PSDKU Vokasi dari Badan
Penyelenggara (khusus PTS); dan

b. Pertimbangan pembukaan PSDKU Vokasi dari Senat perguruan
tinggi.

Tahap Kedua

a. Pemimpin PTN/PTS mengajukan permintaan akun ke Direktorat
Jenderal Pendidikan Vokasi melalui laman
silemkerma.kemdikbud.go.id, dengan melampirkan surat
permohonan akun;

b. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan verifikasi
dokumen usulan akun; dan

¢. Apabila permintaan akun belum disetujui maka pemimpin
PTN/PTS dapat mengajukan kembali permintaan akun. Apabila
disetujui, maka pemimpin PTN/PTS dapat melanjutkan proses
ke Tahap Ketiga.

Tahap Ketiga

a. Pemimpin PTN/PTS mengunggah semua dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Bagian II huruf b di atas melalui akun yang
telah diperoleh pada laman silemkerma. kemdikbud.go.id.

b. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan desk
evaluation atas semua dokumen yang diunggah.

c. Apabila berdasarkan hasil desk evaluation semua persyaratan
pembukaan PSDKU Vokasi telah dipenuhi, maka Direktorat
Jenderal Pendidikan Vokasi akan menugaskan Tim Evaluator
untuk melakukan site evaluation (evaluasi lapangan);

d. Untuk memperoleh izin pembukaan PSDKU Vokasi pada
perguruan tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi atau
Penyelenggara Pendidikan Akademik sebagaimana
dikemukakan di atas, maka pemimpin PTN/PTS harus

mengikuti prosedur khusus di bawah ini:



2. Prosedur Khusus Pembukaan Program Studi Vokasi Di Luar Domisili
pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi atau
Penyelenggara Pendidikan Akademik

Prosedur Pembykgan PSEKU Vokasi pada Peigunuan Tinggl (PIN/PTS)
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. Contoh Dokumen Persyaratan Pembukaan PSDKU Perguruan Tinggi
Penyelenggara Pendidikan Vokasi

1. Surat Usul Pembukaan PSDKU Vokasi

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

Nomor : 73/YSN/08/2017

Hal : Usul Pembukaan PSDKU Vokasi
Lampiran : 1 (satu) berkas dokumen.
Kepada yang terhormat,

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
JI. Pintu | Senayan
Jakarta

Dengan hormat,
Melalui surat ini perkenankan kami, Rektor/Ketua/Direktur ..... mengusulkan
Pembukaan PSDKU Vokasi sebagai berikut:

1. PSDKU VOKASI cuerverearnesarsesareeeensase pada Program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan®):
2. PSDKU VOKaSi ...ocvnvirnsesisnasssssons pada Program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan?*
3. dst.

Bersama ini kami sampalkan 1 (satu) berkas sebagai berikut:

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Blumbangjero, .... ..cc.coueerererenenes
Rektor/Ketua/ Direktur,

Prof.Dr.H.R.Notobotosongo,ST.,Empty

1) Pilih salah satu
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3. Keputusan Pengesahan Badan Penyelenggara sebagai Badan Hukum

(khusus PTS)

Contoh Keputusan Menkumham Tentang
Pengesahan Yayasan
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Contoh Keputusan Menkumham Tentang
Pengesahan Yayasan (online) 1

Mwnu 30103010

PEncEsAan mnedui BABAN KON
VATARAMN ASLUNKAN PADANG

U Mremtang S8 Bahw LAERG A PDAchaa s Nit!

mmm 14 iaiaay Prviasa

FABANG Lovgl OF 38 1013 domgas
et farntan Py

A BALD, BOW, -

WP 3PN 196010 1 01
DHCITAR PADA Thiiin 87 34k 01E
| DAFTANVAYASAN MOMOR ANG.6130438.

Contoh Berita Negara Tentang
Pengesahan Yayasan

YAYASAN

Tamuahar Berita - Negara R. 1 Tanggs 11/5 - 2007 Ne. 38,
Pengumumian dafem Berita-Negara R.I. sesusl cengan ketentuan
Pasal 24 ayat {1} Undang-uncang No. 16 Tohun 2001 tentang Yayasan.

Jakarts, 27 Desember 2005

Nomor i C-HT.01.08-569  Kepada Vi,
, ki  Hotans Haji Ruhamemad irmswan
Lompiren . s Darod, S, MM
Peribat WSM Estu Utomo. Jolan Kates Romeor 47 6
L Boyolail

ehibungan denpan surat smum Ncm*wmrmuzm tangpai
15 Ocmev 2008, perihal !s;baq ana dimaksud pada pokok surat,
pehi dgrabodin

Eoyoian Pmpinsl Jawa Tengah, sasual Akta Nomor 06 tanggal 20

Oktober 2008, yang dibuat oieh Saudars, dalam rangky penyesuman

gengan Pasal 71 ayat {1} Undang-uncang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Perubahan alas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang

Yayasan, teiah kami terima don kami Catat datarm daltar yayasan,
Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRAST HUKUM UMUM

DR. SYAMSUDIN MAXAN
NIP. 040039881

Contoh Keputusan Menkumham Tentang
Pengesahan Yavasan {online} 2

er GRGAN
SPONT  Yavasas




Contoh Surat Kemenkumham tentang Penyesuaian Yayasan dengan UU Yayasan

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL, -
ADMINISTRASI HUKUM UMUM, i i
Ji. H. R. Rasuna Sald Kav, 8-7: Kuningan Jakam SQIata
Telp. (021) 5202387 - Hunting v

Jakarta, 27 Desember 2006

: Kepada Yth.
N : -HT.01. .
omor CrHT 05060 Notaris Haji Muhammad Irnawan

Darori, SH, MM
Jalan Kates Nomor 47 B
Boyolali

Lampiran R

Perihal . Yayasan Estu Utomo

Sehubungan dengan surat Salidara Nomor 43/NOT/XI1/2006 tanggal
15 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat,
dengan inj kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;
Estu Utomo, berkedudukan di Desa Muda| Kecamatan Boyo!ali ’Kabupaten
Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 06 tanggal 20 Oktober
2006, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal
71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 16 Tahun. 2001 tentang Yayasan, telah kami terima
dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL

- NIP. 040039881

bd



4. Sertifikat lahan yang akan digunakan untuk PSDKU Vokasi

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

TTD.

WIKAN SAKARINTO
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